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No.1047, 2015 KEMENTAN. Pendaftaran Pestisida. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/Permentan/SR.330/7/2015

TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 telah
ditetapkan Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;

b. bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang
memiliki potensi menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati,
menyebabkan resistensi, resurjensi, timbulnya hama
baru, serta gangguan kesehatan manusia dan
makhluk hidup lainnya, sehingga harus dikelola
dengan penuh kehati-hatian;

c. bahwa untuk mengendalikan pendaftaran secara
efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan dan
kepastian hukum dalam pemberian nomor
pendaftaran dan izin Pestisida, perlu meninjau kembali
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan
Tatacara Pendaftaran Pestisida;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4044);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Stockholm Convention On Persistent
Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan
Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang
Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4153);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5307);

14. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan
Berbahaya Bagi Kesehatan;

18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/
Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu
Pestisida pada Hasil Pertanian;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan
Pestisida;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
37/Permentan/SR.140/7/2009 tentang Penggunaan
Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida untuk
Tindakan Perlakuan Karantina Tumbuhan dan
Perlakuan Pra Pengapalan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
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23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan
Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan
Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1274);

Memperhatikan:1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang
Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada
Tanaman Padi;

2. Surat Ketua Komisi Pestisida Nomor 3/Kompes/2015
tanggal 5 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan
virus yang dipergunakan untuk:

a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang
merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil
pertanian;

b. memberantas rerumputan;

c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak
diinginkan;

d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-
bagian tanaman tidak termasuk pupuk;

e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-
hewan piaraan dan ternak;

f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
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g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad
renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat
pengangkutan; dan/atau

h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat
menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu
dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor
pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

3. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang
terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang
memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme
sasaran.

4. Bahan Aktif Standar adalah Bahan Aktif murni yang digunakan
sebagai pembanding dalam proses analisis kadar Bahan Aktif
Pestisida.

5. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang
dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung
Bahan Aktif dan bahan pengotor ikutan (impurities) atau dapat juga
mengandung bahan lainnya yang diperlukan.

6. Bahan Teknis Asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari
proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan
Bahan Aktif.

7. Bahan Teknis Olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses
pengolahan Bahan Teknis Asal dengan tujuan tertentu seperti
keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses
pembuatan Formulasi, pewadahan, pengangkutan dan Penyimpanan.

8. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan
dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja
sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

9. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam
bahan aktif untuk membuat Formulasi Pestisida.

10. Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang
memiliki suatu resep Formulasi Pestisida.

11. Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan
kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat
dalam suatu Formulasi Pestisida dan/atau cara memformulasi suatu
Pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan
bahan penyusun lainnya.
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